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Penghitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia

Arti Dyah Woroutami v L
Angka target penerimaan perpajakan yang selema ini ditetapkan
dalomn APBN dinilal sudah tidok memadai Jagi ketika Pemerintah
berupaya keras meningkatkan penerimaaen negara dari perpajakan.
Kajian inl bertujuen melakukan penghitungon angka potensi pene-
rimoan PPh dan income tax coverage ratio (ITCR), Kafian inl menggu-
nakan data hesif Susenas, tabel 10, PDB, dan surplus usaha dari BPS.
Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan () nilai
obyek pajak, (i) tax base, dan (i} potensi PPh berdasarkan distribusi
lapisan taril. ITCR dikitung dengan membagi reallsosi PPR dalam
APBN dengan potensi PPh hasil penghitungan. Hasil penghitungan
menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh takun 2006 diperki-
rakan mencapai Rp331,9 trifiun don tahun 2007 meningkat menjodi
Rp386.,8 triliun. Angka ini 55-67 persen lebih tingg! dar angka target
pena-rimaan PPh yang ada dalom APEN. ITCR tahun 2006 mencapal
64,4 persen dan natk menjadi67.7 persen pada 2007. Holini menunjuk-
kan masit oda lebih dari 30 persen potensi penerimaan PPh yong dapat
digali dengan cara memperiuas wajib pajak melalui kerja samma dengan
instansi lain.

Kota kunci: pajak, tax ratio, potensi PPh, income lax coverage ralio

Anggaran pendapatan dan belanja
negara {APBN) merupakan instrumen uta-
ma kebijakan fiskal yang sangat berpe-
ngaruh terhadap perekonomian negara.
Strategi dan pengelolaan APBN menjadi
isu yang sangat sentral dan penting dalam
stabilisasi perekonomian. Dengan alasan
tersebut, kebijakan fiskal di Indonesia di-
arahkan untuk melanjutkan dan meman-
tapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal
guna mewujudkan kondisi fiscal sustain-
ability dan debt sustanaibifity menuju ke-

mandirian bangsa. Untukitu, berbagai upa-
va perlu dilakukan untuk menjamin kese-
imbangan antara kesinambungan fiskal
dan mendorong perekonomian. Upaya-
upaya tersebut antara lain {i) peningkatan
pendapatan negara terutama dari peneri-
maan perpajakan dan optimalisasi pene-
rimaan negara bukan pajak, (i) pengenda-
lian dan penajaman prioritas alokasi be-
lanja negara, {iii) pengelolaan utang negara
yang sehat, dan (iv) perbaikan struktur
penerimaan dan alokasi belanja negara
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dengan peningkatan penerimaan pajak
non migas dan pengalihan subsidi ke arah
tepat sasaran, senta (v) pengelolaan keu-
angan negara agarlebih efektif, efisien, dan
berkesinambungan.

Upaya-upaya tersebut pada akhirnya
akan bermuara pada penurunan defisit
anggaran dan harus diikuti oleh upaya
yang lebih intensif dalam peningkatan
penerimaan negara terutama dari pene-
rimaan pajak non migas. Penurunan defi-
sit yang didukung dengan pertumbuhan
ekonomi yang semakin tinggi akan me-
ngurangi beban utang luar negeridl masa
darang. Untuk itu diperlukan upaya pe-
ningkatan kapasitas fiskal terutama dari
penerimaan dalam negeri untuk men-
dorong fiscal gop ke arah positif dan me-
ngurangi defisit APBN. Ketergantungan
pada utang luar negeri harus ditekan se:
minimal mungkin dengan mengoptimal-
kan sumber penerimaan dalam negeri.

Sebagai sumber utama {sekitar 80
persen) penerimaan negara, pajak meme-
gang peranan penting dalam penyeleng-
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garaan pemerintahan. Penerimaan negara
dari pajak selama ini bahkan telah mam-
pu membiayai kebutuhan belanja rutin
dalam APBN. Upaya peningkatan peneri-
maan perpajakan sejalan dengan Fisher
{2000} yang menyatakan bahwa pajak se-
bagai salah satu piranti kebijakan fiskal
dapat digunakan secara efektif untuk me-
rangsang pertumbuhan ekonomi dan ber-
peran sebagal automatic stabllizer pereko-
nomian, Penerimaan negarayang berbasls
pajak leblh berkestnambungan (sustainable)
darl pada penerimaan yang berbasis bu-
kan pajak Oleh karena itu, untuk mendu-
kung peningkatan penerimaan perpajak-
an perlu diperhatikan berbagai faktor
ekstemal dan internal antara lain kapasins
administrasi/kelembagaan, kebijalkan per-
ekonomian, moneter dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan pe-
nyumbang terbesar penerimaan perpajak-
an di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan
penerimaan pajak dari PPh mencapai seki-
tar 50 persen dari tota) penerimaan per-
pajakan, diikuti pajak pertambahan nilai

Gambar 1.

Perkembangan Penerirmaan Pajak Dalam Negeri
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(PPN} sebesar 30 persen dan ¢ukai sebesar
10 persen. Sebesar 10 persen lainnya
disumbang oleh PBB & BPHTB dan pajak
lainnya. Sementara itu berdasarkan data
Direktorat Jenderal Pajak {DJP) Departernen
Keuangan, jumlah wajib pajak PPh pada
tahun 2004 baru mencapai sekitar 3,6 juta
orang dan 991 ribu perusahaan. Jumlah
ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan
jumlah karyawan swasta dan PNS yang
mencapai sekitar 24 juta orang. Dari fakta
tersebut jelas bahwa penerimaan PPh
masih memiliki peluang sangat besar
untuk ditingkatkan.

Walau begitu, peningkatan peneri-
maan PPh saja tidak cukup selama tax ratic
tidak mengalami peningkatan yang signi-
fikan (Gambar 2). Hingga saat ini tax ratio
Indonesia masih di bawah rata-rata tax ratio
negara-negara berpendapatan menengah
di dunia sehingga upaya-upaya untuk me-
ningkatkan tax ratio juga menjadi cukup
mendesak {Simanjuntak 2003).

{Arti Dyah W Ti)

Persoalannya adalah penentuan
angka target penerimaan pajak dalamn
APBN yang selama ini dilakukan sudah
tidak memadai lagi ketika dihadapkan
pada situasi belanja negara yang mening-
kat lebih cepat dari penerimaannya {fiscaf
gap dan defisit anggaran). Angka target
penerimaan pajak yang ditetapkan DJP
dan dicantumkan dalam APBN selama ini
dianggap telah mencerminkan potensi
yang sebenarnya dari pajak yang akan
dipungut dari wajib pajak. Penentuan ang-
ka target penerimaan pajak tersebut di-
lakukan dengan menggunakan sejumlah
indikator makro (pertumbuhan ekonorni,
inflasi, nilai tukar rupiah), data historis
realisasi penerimaan pajak tahun sebe-
lumnya dan tex base sebagai dasar peng-
hitungan. Namun, dengan memasukkan
angka penerimaan pajak tahun sebelum:
nya pada penghitungan angka target pe-
nerimaan PPh tahun berjalan, angka defisit
cenderung akan selalu terbawa dari tahun

Gambar 2.
Perkembangan Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio Indonesia
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ke tahun sehingga sulit untuk melepaskan
diri dari fiscal gap yang berkepanjangan.

Mengingat peningkatan peneri-
maan PPh merupakan hal penting, metode
penghitungan target penerimaan PPh
menjadi sangat mendesak untuk disem-
purnakan. Target penerimaan PPh harus
dilakukan dengan mengacu pada potensi
penerimaan PPh yang secara maksimal
dapat digali dari wajib pajak. Oleh karena
itu, penggunaan metode penghitungan
yanglebih tepat menjadi perluuntuk rmam-
pu menghasilkan angka potensi pajak
yang dapat digunakan sebagai acuan da-
lam penentuan target penerimaan PPh
dalam APBN mendatang.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
{1) melakukan penghitungan potensi pe-
nerimaan PPh yang mencakup PPh orang
pribadi (OP) dan PPh badan dengan meng-
gunakan metode alternatif penghitung-
an potensi PPh, dan (2) mengukur income
tax coverage ratio (ITCR). Dengan penetap-
an angka target penerimaan PPh yang
rengacu pada data potensi PPh, Pemerin-
tah akan dapat melakukan evaluasi terha-
dap kemaksimalan target penerimaan PPh
dan perpajakan dalam APBN.

TINJAUANTEQRITIS

Definisi dan Penggolongan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber
pembiayaan bagi negara dalam menjalan-
kan pemerintahan. Menurut Sumitro dalam
Tjahjono dan Husein(2005), pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasar-
kan undang-undang yang dapat dipaksa-
kan dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontraprestasi}, yanglangsung dapat
ditunjuk dan digunakan untuk membi-
ayai pengeluaran umum. Djajaningrat
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dalam Tjahyono dan Husein (2005) men-
definisikan pajak sebagai suatu kewajib-
an menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara disebabkan suatu keadaan,
kejadian dan perbuatan yang memberi-
kan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
balik dari negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan umum.

Menurut sifatnya, pajak dibagi men-
jadi pajak langsung dan pajak tidak lang-
sung {Judisseno 2004). Pajak langsung
adalah pajak yang pengenaannya tidak
dapat dilimpahkan ke orang lain sehing-
ga menjadi beban langsung wajib pajak
yang bersangkutan. Contoh pajak lang-
sung adalah pajak penghasilan (PPh})
dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pajak tak langsung adalah pajak yang
pengenaannya dapat dialihkan ke pihak
lain, misalnya pajak pertambahan nilai
(PPN).

Menurut sasaran atau obyeknya,
pajak dibedakan menjadi pajak sub-
yektif dan pajak obyektif (BPPK 2004).
Pajak subyektif adalah pajak yang ber-
pangkal atau didasarkan pada subyek-
nya, apakah masih sendiri; kawin, dan atau
punya tanggungan. Contohnya adalah
PPh dan PBB. Pajak cbyektif adalah pajak
yang berpangkal atau didasarkan pada
obyeknya. Contoh pajak ini adalah PPN.

Jenis pajak menurut pemungutnya
terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah
(BAF dan JICA 2002), Pajak pusat adalah
pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara. Contoh pajak pusat
adalah PPh, PPN & PPnBM, PBB, dan bea
materai. Pajak daerah adalah pajak yang




Penghitungan Polensi Penerimaan Pajak Pengharilan (PPh) di ind

o

dipungut cleh pemerintah daerah dan
digunalan untuk membiayal belanja dae-
rah. Jenis pajak daer=h di antaranya adalah
pajak reklame, pajak hiburan dan pajak
kendaraan bermotor.

Penerlmaan pajak (TR atau tax
revenue) dihitung berdasarkan tingkat ta-
rif {t) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak (TB atau tax base), astau TR =t x T8,
Menurut Case dan Fair (2002}, taxbase ada-
lah ukuran atau nilai yang dipungut pa-
jaknya. Pada saat tarif rendah, kenaikan
tarif akan meningkatkan penerimaan
pajak. Tetapi ketika tarlf dinaikkan lagl,

{Arti Dyah Worouram i)

penerimaan pajak akan berkurang kare-
na pajak yang tinggi secara drastis akan
mengurangi jumlah barang yang diminta
oleh masyaralat (Gambar 3).

Subyek dan.Obyek PPh

Dalam pasal 1 UU Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan disebut-
kan bahwa PPh dikenakan terhadap sub-
yek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subyek pajak yang mempunyai pengha-
silan disebut wajib pajak Wajib pajak me-
nurut VU Nomor 16 tahun 2000 tentang

Gambar 3.
Penerimaan Pajak oleh Pamerintah berdasarkan Tingkatan Tarif
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Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajak-
an adalah orang pribadi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undang-
an perpajakan ditentukan untuk melaku-
kan kewajiban perpajakan, termasuk pe-
mungut pajak atau pemotong pajak ter-
tentu. Badan adalah sekumpulan orang
dan atau modal yang merupakan kesatu-
an baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha, meliputi per-
seroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik ne-
gara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi $o-
sial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk
badan lainnya.

Subyek pajak PPh terdiri dari OP, ba-
dan, dan warisan yang belum terbagi se-
bagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak. Subyek pajak OP terbagi dalam
dua kategori, yaitu subyek pajak dalam
negeri dan subyek pajak luar negeri. Per-
bedaan ini disebabkan oleh adanya petbe-
daan dalam struktur tarif antara subyek
pajak dalam negeri dan subyek pajak luar
negeri. OP dianggap sebagai subyek pajak
dalam negeri bila bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau berada di Indonesia dan mempunyai
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Sementara itu OP dianggap sebagai 5ub-
yek pajak luar negeri bila tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di indo-
nesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan.

Subyek pajak badan dibedakan men-
jadi dua yaitu subyek pajak badan dalam
negeri dan subyek pajak badan luar negeri.
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Subyek pajak dalam negeri adalah badan
yang didirikan atau bertempat keduduk-
an di Indonesia. Subyek pajak badan luar
negeri adalahbadan yang tidak didirikan
dan tidak berkedudukan di Indonesia te-
tapi menerima atau memperoleh peng-
hasilan dari Indonesia baik melalui bentuk
usaha tetap maupun tidak.

Ada beberapa orang yang dikecua-
likan dari kategori subyek pajak PPh OGP
(UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan), yaitu:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diploma-
tik, dan konsulat atau pejabat-pejabat
lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada
meeka yang bekerja pada dan bertem-
pat tinggal bersama-sama mereka,
dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau mempercleh peng-
hasilan lain di luar jabatan atau pe-
kerjaannya tersebut serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik;

2 Pejabat-pejabat perwakilan organi-
sasi internasional yang ditetapkan de-
ngan Keputusan Menteri Keuangan
dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usa-
ha atau kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia.

Pengecualian dalam subyek pajak badan

yaitu:

1. Badan perwakilan negara asing;

2 Organisasi-organisasi internasional
yang ditetapkan dengan keputusan
Menteri Keuangan, dengan syarat bah-
wa Indonesia menjadi anggota orga-
nisasi tersebut, dan tidak menjalankan
usaha atau kegiatan lain untuk mem-
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peroleh penghasilan dari Indonesia

selain pemberian pinjaman kepada

pemerintah yang dananya berasal

dari iuran para anggeta.

Yang dimaksud dengan obyek PPh

OP adalah penghasilan, yaitu setiap tam-
bahan kemampuan ekonomis yang dite-
rima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari fuar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk kon-
sumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Terkait
dengan tarif PPh yang bersifat final dan
progresif, obyek PPh OP digolongkan
menjadi tiga kelompok yaitu:
1. Penghasilan yang dikenakan tarif PPh

bersifat progresif;:

a, Penggantian atau imbalan berke-
naan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh terma-
suk gaji, upah, tunjangan, honora-
rium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam
bentuk lainnya;

b. Hadiah undian atau pekerjaan atau
kegiatan dan penghargaan;

¢ Keuntungan karena penjualan atau
karena pengaliban harta berupa hi-
bah, bantuan atau sumbangan, ke-
cuali yang diberikan kepada kelu-
arga sedarah dalam garis keturun-
an [urus satu derajat, dan badan
keagamaan atau badan pendidik-
an atau badan sosial atau pengu-
saha kecil termasuk koperasi yang
ditetapkan cleh Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemi-
likan atau penguasaan antara pi-
hak-pihak yang bersangkutan;

d. Penerimaan kembali pembayaran

ghasifan (PPh) dlindonesia

{Arfl Dyah Woroutami)

pajak yang telah dibebankan seba-
gai biaya;

e. Bunga termasuk premium, diskonto
dan imbalan karena jaminan pe-
ngembalian utang;

f. Royalti;

g. Sewa dan penghasilan lain sehu-
bungan dengan penggunaan harta.

2 Penghasilan yang dikenakan tarif ber-
sifat final, yaitu bunga deposito dan
tabungan-tabungan lainnya, pengha-
silan dari transaksi saham dan seku-
ritas lainnya di bursa efek, penghasil-
an dari pengalihan harta berupa tanah
dan atau bangunan serta penghasilan
tertentu kainnya. Yang dimaksud de-
ngan tarif bersifat final adalah PPh
yang dipotong atau dibayar sendiri
dari suatu penghasilan yang pada
akhir tahun tidak akan diperhitungkan
sebagai pembayaran pajak di muka
{kredit pajak) atau tidak akan dihitung
ulang PPhnya dalam surat pembe-
ritahuan pajak terhutang (SPPT)
Tahunan,

Sementara itu yang tidak termasuk
sebagai objek pajak PPh OP adalah:

1. Harta hibahan yang diterima oleh ke-
luarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;

3. Penggantian atau imbalan sehubung-
an dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk
natura dan atau kenikmatan dari wajib
pajak atau Pemerintah;

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi
kepada orang pribadi sehubungan de-
ngan asuransi kesehatan, asuransi kece-
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lakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,

dan asuransi beasiswa.

Penghasilan badan dapat dikelom-
pokkan ke dalam tiga jenis (Soewito 2003},
yaitu:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan:

a. laba usaha;

b. premi asuransi;

¢ iuran yang diterima atau diperoleh
perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang men-
jalankan usaha atau pekerjaan bebas;

d. hadiab dari pekerjaan atau kegi-
atan, dan penghargaan yang dite-
rima badan;

2. Penghasilan dari modal {investasi):

a. keuntungan karena penjualan atau
karena pengalihan harta termasuk
keuntungan karena pengalihan
harta kepada perseroan, persekutu-
an, dan badan lainnya sebagai peng-
ganti saham atau penyertaan modal;

b. keuntungan yang diperoleh per-
seroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta
kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota;

¢ keuntungan karena likuidasi, peng-
gabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan
usaha.

d. keuntungan karena pengalihan
harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberi-
kan kepada keluarga sedarah da-
lam garis keturunan lurus satu de-
rajat, dan badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan so-
sial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Men-
teri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerja-

44
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an, kepemilikan atau penguasaan

antara pihak-pihak yang bersang-

kutan;

e bunga termasuk premium, diskon-
to danimbalan karena jaminan pe-
ngembalian utang;

f. dividen, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi

g. royalti;

h. sewa dan penghasilan lain sehu-
bungan dengan penggunaan harta.

3. Penghasilan lain-fain:

a. hadiah dari undian;

b. penerimaan kembali pembayaran
pajak yang telah dibebankan seba-
gai biayas;

C penerimaan atau perolehan pem-
bayaran berkala;

d. keuntungan karena pembebasan
utang kecuali sampai dengan jum-
lah tertentu yang ditetapkan de-
ngan Peraturan Pemerintah;

e. keuntungan karena selisih kurs mata
uang asing;

f. selisih lebih karena penilaian kem-
bali aktiva;

g. tambahan kekayaan neto yang ber-
asal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.

Yang tidak termasuk dalam obyek
pajak PPh badan sesuai dengan pasal 4
ayat 3 adalah:

1. bantuan sumbangan, termasuk zakat
yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang diben-
tuk atau disahkan coleh Pemerintah
dan para penerima zakat yang berhak;

2 harta hibahan yang diterima oleb ba-
dan keagamaan atau badan pendi-
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dikan atau badan sosial atau peng-

usaha kecil termasuk koperasi yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3. harta termasuk setoran tunai yang
diterima oleh badan sebagai peng-
ganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;

4, dividen atau bagian laba yang dite-
rima atau diperoleh perseroan terba-
tas sebagai wajib pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedu-
dukan di Indonesia dengan syarat:
a. dividen berasal dari cadangan laba

yang ditahan;

b. bagi perseroan terbatas, badan
usaha milik negara dan badan usa-
ha milik daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saharn pada
badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% (dua puluh lima
persen)} dari jumiah modal yang
disetar dan harus mempunyai usa-
ha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut;

5. iuran yang diterima atau diperoleh
dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik
yang dibayar oleh pemberi kerja mau-
pun pegawai;

6. penghasilan dari modal yang dita-
namkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetap-
kan dengan Keputusan Menteri Keu-
angan;

7. bagian laba yang diterima atau diper-
oleh anggota dari persercan koman-
diter yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutvan, perkum-

& bunga obligasi yang diterima atau
dipercleh perusahaan reksadana sela-
ma 5 {lima} tahun pertama sejak pendi-
rian perusahaan atau pemberian ijin
usaha;

9. penghasilan yang diterima atau diper-
oleh perusahaan modal ventura be-
rupa bagian laba dari badan pasang-
an usaha yang didirikan dan menja-
lankan usaha atau kegiatan di Indo-
nesia, dengan syarat badan pasangan
usaha tersebut:

a. merupakan perusahaan kecil, me-
nengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang ditetapkan dengan Kepu-
tusan Menteri Keuangan;

b. sahamnya tidak diperdagangkan
di bursa efek di Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk wajib
pajak OF adalah penghasilan Y=na pajak
yang dihitung dari penghasilan bruto OP
dikurangi dengan penghasilan tidak kena
pajak (PTKP). Ketentuan PTKP hingga saat
ini telah mengalami beberapa kali peru-
bahan. Ketentuan pertama adalah berda-
sarkan pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2000
tentang PPh, kemudian mengalami per-
ubahan pada tanggal 29 Nopember tahun
2004 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomoer 564/KMK.03/2004 ten-
tang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak, dan setahun berikutnya
berubah lagi dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/
PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besar-
nya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tabel 1
menggambarkan perubahan dalam ke-
tentuan PTKP.

pulan, firma, dan kongsi;

| PERPUSTAKAAN PUSATW
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Tabel 1.
Ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak {PTKP)

Vol. 2 Vo, 1, Agurstus 2006 (37-61)

keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 {tiga) crang untuk
setiap keluarga

PTKP {juta rp)
No Urailan
Tahun2000 | Tahun2005 | Tahun 2006

1 Wajib pajak diri orang pribadi 2,880 12,000 13,200
2 | Wajib pajak kawin 1,440 1,200 1,200
3 | Tambahan untuk seorang isteri 2,880 12,000 13,200

yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami
4 Tambahan umuk setiap anggata 1,440 1,200 1,200

Sumber: UU Nomar 17 tahun 2000 dan Keputusan Menterl Kewvangan Tahun 2004 dan 2005

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif PPh OP verdiri dari dua jenis,

yaitu:

1.

Tarif progresif {tidak final). Berda-
sarkan UU PPh, struktur tarif progresif
terbagi dalam lima lapisan pengha-
silan kena pajak dengan tingkat tarif
yang berbeda. Semakin besar peng-
hasilan kena pajak, semakin besar
tingkat tarifnya (Tabel 2),

2. Tarif final. Tarif final PPh OP sesuai de-

ngan jenis penghasilan sebagai obyek
pajak PPh OP Tarif tersebut beraneka
ragam yaitu 15 persen, 20 persen, 25
persen dan [3in-lain.

Tarif pajak PPh badan dibagi ke dalam
dua jenis, yaitu:

1.

Tabel 2.
Tingkat Tarif Progresif PPh OP menurut
Lapisan Penghasilan Kenn Pajak

Tarif progresif (tidak final). Menurut
UU Nomor 17 Tahun 2000, struktur ta-
rif progresif terbagi menjadi tiga lapis-
an penghasilan kena pajak dengan
tingkat tarif yang berbeda. Semakin

No Lapisan Penghasilan Tingkat
Kena Pajak Tarif

1 0 - 25 juta 5%

2 25 juta - 50 juta 10 %

3 50 juta - 100 jua 15 %

4 100 juts - 200 juta 25 %

5 > 200 juta 30%
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besar penghasilan kena pajak semakin
besar tingkat tarifnya (Tabel 3).

2. Tarif final. Tarif final PPh badan sesuai
dengan jenis penghasilan sébagai
obyek pajak PPh badan. Tarif tersebut
sebesar 15 persen.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumberdata

Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang berasal dari Badan Pusat
Statistik (BPS), Departemen Keuangan, dan
Kantor Kementerian BUMN. Data yang
digunakan antara lain:

1. Data PDB yaitu PDB harga berlaku
tahun 2002 hingga tahun 2007;

2 Data penghasilan rumah tangga indo-
nesia yang bersumber dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional {Susenas) BPS tahun
2002 dan 2005;

3. Proporsi upah gaji dan surplus usaha
secara nasional, diperoleh dari Tabel
Input Cutput (I-0) tahun 2000 dan 2003;

4, Data penghasilan laba usaha perusa-
haan-perusahaan (BUMN dan perusa-
haan tercatat atau listing tahun 2004
dan 2005) di Indonesia, diperoleh dari
Kantor Kementrian BUMN dan Bappe-
pam;

5. Angka target dan realisasi penerimaan
PPh tahun 2002 hingga tahun 2007, ber-
sumber dari Nota Keuangan dan APBN,

tAri Dyah Woroutami}

Metode Analisls
Metode analisis deskriptif digunakan

pada penelitian ini. Penghitungan potensi °

PPh dilakukan dengan memisahkan ke-

duajenis PPh yaitu PPh QP dan PPh badan.

PPh OP terbagi lagi kedalam PPh OP de-

ngan tarif progresif dan PPh OP dengan

tarif final. Pemisahan dilakukan karena
perbedaan dalam penghitungan tax base
dantaxrate,

Potensl PPh OP dengan Tarif Pro-
greslf. Untukmenghitung potensi PPh OP
diperlukan data penghasilan rumah tang-
ga yang terdiri dari upah dan gaji (UG)
dan usaha rumah tangga. Alasan mema-
sukkan usaha rumah tangga ke dalam
penghitungan potensi PPh OP adalah un-
tuk mengakemaodasi penghasilan rumah
tangga dari usaha informal. Tahapan peng-
hitungan potensi PPh OP adalah sebagai
berikut:

1. Mencari nilai upah/gaji OP berdasar-
kan persentase UG terhadap PDB:
UG,, = a, X PDB, dimana 3, adalah
persentase upah gaji (dari tabel 1-0);

2 Mencari nilai penghasilan usaha rumah
tangga: PU , = a, X UG, dimana
a, adalah rasio penghasilan usaha ter-
hadap UG rumah tangga (berdasarkan
data Susenas);

3. Total penghasilan QP atau disebut
obyek pajak PPh OF yaitu: UG, +PU__;

4, Menghitung tax base PPh OP atau peng-

Tabel 3.
Tingkat Tarif Progresif PPh Badan menurut Lapisan Penghasilan Kena Pajak
N Lapisan Penghasilan Tingkat
o .
Kena Pajak Tarlf
1 0 - 50 juta 10 %
50 juta - 100 juta 15 %
» 100 juta 30 %




JURNAL KEBIIAKAN EKONOMI

hasilan kena pajak yaitu penghasilan
OP yang melebihi batasan pengha-
silan tidak kena pajak (PTKP} dengan
menggunakan persentase pengha-
silan kena pajak yang diperoleh dari
data Susenas:

Poospre = 8, X 0B,

PKPu, = a X Powm

PKP, = TB,,
dimana:

OB, = obyek pajak PPh OP;

Popone = Penghasilan wajib pajak PPh
OP yang melebihi batasan
PTKR;

a, = persentase penghasilan

wajib pajak PPh OP yang
melebihi batasan PTKP ter-
hadap total penghasilan
berdasarkan data Susenas;

PKP,, = penghasilan kena pajak
dariwajibpajak PPh OP yang
melebihi batasan PTKP;

a, = rasio penghasilan kena pajak
terhadap total penghasilan
berdasarkan data Susenas.

Berdasarkan ketentuan, tarif PPh OP

yang bersifat progresif terdiri dari lima

lapisan. Untuk menghitung tax base
per lapisan tarif diperlukan data distri-
busi penghasilan kena pajak setiap
lapisan yang diperoleh dari data Suse-
nas, dengan formula sebagai berikut:

TB[wn‘r = LPKP,, X TBOM_
dimana:
TBoppy= tax base PPh OP progresif

per lapisan tarif:

LPKP,, = distribusi PKP menurut la-
pisan penghasilan {dihitung
dengan menggunakan data
Susenas sebagai sampel).

Vol 2 No. |, Agustus 2006 (37-61)

5. Menghitung potensi PPh OP berdasar-

kan distribusi lapisan penghasilan kena
pajak dari Susenas dan ketentuan tarif;

Pot

I

opLT TBoal.r X Ton

POIOFF = SPDtOFL‘l

dimana:

Pot ., = potensi penerimaan PPh
OP tiap lapisan tarif;

T, = tarif progresif PPh OP;

Pot ., = total potensi penerimaan
PPh OP dengan tarif pro-
gresif.

PotensiPPh OP denganTarif Final.

Menghitung potensi PPh OP dengan tarif
final dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

1

. Menghitung nilai abyek pajak PPh OP

tarif final yaitu dari usaha kepemilikan;
0B, = a, X UG, ,dimana a, adalah
rasio total penghasilan wajib pajak
OP terhadap upah/gaji rumah tangga
(dihitung berdasarkan data Susenas).
Menghitung tax base PPh QP tarif final:
18, =a,X 0B, dimanaa,adalah
persentase penghasilan kepemilikan
wajib pajak PPh OP terhadap total
penghasilan wajib pajak OP (dihitung
dari data Susenas).

. Menghitung potensi PPh OP berdasar-

kan tarif final: Pot . =TB,,, X T
dimana T

opFr

adalah tarif final PPh OP.

OPF

Potensl PPh Badan. Untuk meng-

hitung potensi PPh badan diperlukan
data penghasilan perusahaan atau badan
berupa surplus atau laba usaha. Tahapan
yang dilakukan adalah:

1.

Menghitung nilai surplus usaha (SU)
dari PDB berdasarkan persentase SU




[y

Peng gar Potenr) Penerimaan Pajak Penghastian (PPR) dlindonesia

pada tabel 10: SU_. = a, X PDB,
dimana a, adalah persentase surplus
usaha berdasarkan tabel 10.

2. Menghitung tex base PPh badan atau
surplus usaha badan, yaitu surplus

usaha PDB dikurangi SU OP:
OB, =TB,=SU,, - (PU, +TB, ),

dimana:
PU
T8

o = Penghasilan usaha OF;

tax base penghasilan kepe-
milikan OP.

Tax base PPh badan per lapisan tarif
diperoleh berdasarkan distribusi laba
usaha tiap lapisan dengan formula:

[

T8, = LPKP, X T8, ,

dimana:

T8,, = taxbasePPhbadan perlapis-
an tarif;

LPKP, = distribusi PKP {laba usaha})

menurut lapisan pengha-
silan, dihitung dengan
menggunakan data perusa-
haan BUMN dan perusaha-
an listing sebagai sampel,
3. Menghitung potensi PPh badan seba-
gai berikut:

Pot,, = TBy,, X T, dan

BLT

Pot, = ZPot,,.

dimana:

H

Pot, . = potensi penerimaan PPh
badan tiap lapisan tarif;

T, = tarif progresif PPh badan;

Pot, = total potensi penerimaan
PPh badan dengan tarif pro-
gresif,

Untuk memperoleh nilai total po-
tensi PPh OP, PPh OP tarif progresif di-
jumlahkan dengan PPh OP tarif final se-
bagai berikut: Pot , =Pot ,, + Pot .

{Art) Dyah W, ™)

Selanjutnya total potensi PPh dihitung
dengan menjumlahkan potensi PPh OP
dan PPh badan sebagai berikut;

Por,, =Pot,, + Pot,

Penghitungan fncome Tax Coverage
Ratio (ITCR). Penghitungan ITCR daripe-
nerimaan PPh ditakukan dengan formula
berikut:

R
ITCR o= Po’:" x100%
PPh

dimana:
R, = realisasi penerimaan PPh;
Pot,,, =angka potensi penerimaan PPh,

Metode Penghltungan Target Pene-
rimaan PPh dalam APBN

Penerimaan PPh dalam APBN dibagi
menjadi penerimaan PPh migas dan PPh
non migas. Penghitungan target peneri-
rmaan PPh tersebut selama ini dilakukan
oleh DJP Departemen Keuangan dengan
menggunakan metode penghitungan
tertentu. Angka target penerimaan PPh
migas selama ini ditentukan dengan me-
ngalikan empat jenis data yaitu rasio rata-
rata lima tahun terakhir, nilai produksi mi-
gas, harga migas, dan nilai tukar matavang.

Metode penghitungan angka target
penerimaan PPh non migas yang selama
ini digunakan (Nugraha 2006} memerlukan
data dan alur penghitungan yang lebih
komprehensif (Gambar 4). Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi estimasi
penarimaan PPh non migas dalam APBN,
yaitu:

1. perkiraan realisasi penerimaan PPh
non migas tahun sebelumnya dan in-
dikator makro ekonemi tahun yang
bersangkutan {pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan nilai tukar);




JURNAL KEBLAKAN EXONOM!

Vol. 2Mo. 1, Agustus 2005 (3751}

Gambar 4
Metode Penentuan Target Penerimaan PPh Non Migas dalam APBN Saat Ini

Indikator Makroekonomi

- Pertumbuhan Ekenomi {g)
- Inflasi (i}

Tax Base (B)
Pendapatan Nasional

—l Realisasi Penerimaan PPFI

« Nilai tukar rupiah (k)

Sensitivitas {S)

| Tox Base tahun t (8) l

Realisasi
Penerirnaan PPh (Pik _ )

Perubahan
Tox Base (DB}

| Elastisitas {e} I

Panerimaan PPh

Nenmigas : Baseline

Measures (Administrasi/
kebijakan}

I

|

l Target Penerimaan PPhNon Migas |

Sumber; Nugraha {2006)

2 elastisitas dan sensitifitas;
3. pendapatan nasional sebagai tax base;
4. langkah-langkah administrasi dan ke-
bijakan {intensifikasi dan ekstenifikasi,
penyempurnaan sistem pelaporan,
kebijakan mendorong investasi, dan
amandemen UU perpajakan).
Penghitungan dilakukan menggu-
nakan regresi time series, yaitu {i) fax base
{pendapatan nasional) terhadap indikator
makroekonomi untuk mempereoleh sen-
sitivitas, dan (ii) realisasi penerimaan PPh
non migas terhadap tax base {pendapatan
nasional) untuk memperoleh angka elas-
tisitas. Angka sensitivitas digunakan un-
tuk menghitung nilai tax base tahun t dan
perubahannya, sedangkan elastisitas
digunakan untuk menghitung peneri-
maan PPh tahun t dengan memasukkan
variabel penerimaan PPh tahun sebelum-

nya dan perubahan rax bose. Dari hasil
penghitungan tersebut diperoteh angka
penerimaan PPh non migas yang bersifat
baseline (belum memasukkan faktor admi-
nistrasi dan kebijakan). Faktor adminis-
trasi dan kebijakan yang sering disebut
dengan policy measures merupakan peng-
hitungan terhadap berbagai dampak per-
ubahan administrasi dan kebijakan per-
pajakan. Angka target penerimaan PPh
non migas dalam APBN merupakan pen-
jumiahan dari angka baseline dan measures.
Metode penghitungan angka basefine tar-
get penerimaan PPh non migas yang se-
lama ini digunakan {Nugraha 2006) dapat
dilihat pada Gambar 4.

Secara matematis, formula penghi-
tungannya adalah sebagai berikut:

8,=B,, x(1+(5_x g} x [1+{5x i} x [1+(S, x DK]]
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o

B-8,

ans=—--u-v-3“‘”

Pjk, = Pik, ,, x [1+(e x DB]]
keterangan :

Pik : penerimaan pajak
t :tahun

e :elastisitas

B :taxbase

S :sensitivitas

g : pertumbuhan ekonomi
i s inflasi

k  :nilai tkar

D :perubahan.

Metode tersebut selama ini diguna-
kan untuk menghitung target penerimaan
PPh dalam APBN dengan berbagai alasan
antara lain (i) alasan ekonomi yaitu keter-
kaitan antara pajak dan pertumbuhan
ekanomi, inflasi dan nilai tukar, dan {ii} ala-
san politis yaitu berusaha membuat meto-
de yang mudah dimengerti dan dipahami
oleh kalangan DPR. Angka target peneri-
maan PPh dianggap merupakan potensi
pajak yang harus dipenuhi sebagai pene-
rimaan negara.

HASIL DAN ANALISIS

Hasil panghitungan estimasi potensi
penerimaan PPh tahun 2002 hingga 2007
disajikan pada Tabel 4. Analisis dilakukan
terpisah antara PPh OP dan PPh badan.

Pajak Penghasilan {PPh} Orang Pribadi

Tax base PPh OP mengalami perubah-
an dalam enam tahun terakhir.Hal ini me-
rupakan dampak dari perubahan ketentu-
an mengenai PTKP yang diberlakukan
Pemerintah pada tahun 2005. Ketentuan
tersebut menetapkan PTKP cukup tinggi
sehingga menyebabkan penurunan pada
nilai penghasilan WP CP (> PTKP) dan se-

lanjutnya berakibat pada penurunan tax
base PPh OP. Besarnya PTKP pada tahun
2005 mencapai Rp12.000.000,- atau hampir
empatkalilipat dari PTKP tahun 2000 yang
hanya sebesar Rp2.880.000,-, Berdasarkan
hal tersebut, analisis pada bagian ini diba-
gi ke dalam dua pericde waktu yaitu peri-
ode tahun 2002-2004 dan periode tahun
2005-2007.

Perlode 2002-2004. Ketentuan PTKP
tahun 2000 digunakan untuk melakukan
penghitungan potensi tahun 2002 hingga
2004, Pada periode tersebut terjadi pening-
katan rata-rata total tax base PPh OP pro-
gresif sekitar 17 persen. Pada tahun 2002
total fax base PPh OP pragresif mencapai
Rp545,3 triliun atawu 29,3 persen dari PDB.
Pada tahun 2004 nilai tersebut meningkat
menjadi Rp735,4 triliun atau 32,4 persen
dari PDB. Apabila dicermati lebih dalam
dengan menghitung distribusi tax base PPh
OP progresif tiap lapisan tarif, dominasi
terbesar terdapat pada lapisan penghasil-
an yang pertama (2ntara Rp0 hingga Rp25
juta) yaitu sekitar 76 persen hingga 78 per-
sen. Pada lapisan-lapisan berikutnya, dis-
tribusi tax base PPh OP progresif terus
menurun hingga hanya mencapai 3 persen
pada lapisan terakhir {penghasitan lebih
dari Rp200 juta).

Periode 2005-2007, Ketentuan
PTKP tahun 2005 digunakan untuk peng-
hitungan tahun 2005 dan ketentuan ta-
hun 2006 untuk penghitungan tabun 2006
dan 2007. Pada periode ini rata-rata pe-
ningkatan tiap tahun sama dengan peri-
ode sebelumnya yaitu sebesar 17 persen.
Akan tetapi, karena terjadi penurunan
pada nilai penghastlan WP OP » PTKR nilai
tax base pada tahun 2005 juga mengalami
penurunan dengan besaran yang sama
yaitu sebesar 17 persen dibandingkan ta-
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hun 2004, Perubahan ketentuan batasan
PTKP merupakan alasan utarna penurunan
tax base pada tahun 2005. Peningkatan
perekonomian pada tahun 2005 yang di-
cerminkan oleh peningkatan pertumbuh-
an ekonomi sebesar 5,6 persen dari 5,1
persen pada tahun 2004, nilai tax base
seharusnya juga mengalami peningkatan
jika ketentuan batasan PTKP sarna dengan
tahun 2004,

Dengan ketentuan PTKP yang baru,
total rax base #Ph OP progresiftahun 2005
diketahui mencapai Rp608,3 triliun atau
22,3 persen dari PDB dan tahun 2007
diperkirakan mencapai Rp836,3 triliun
atau 23,7 persen dari PDB. Seperti yang
terjadi pada periode tahun 2002-2004, dis-
tribusi tax base PPh OP progresif tiap lapisan
tarif pada periode tahun 2005-2007 juga
masih didominasi oleh wajib pajak OF la-
pisan | walau dengan persentase yang le-
bih kecil yaitu sekitar 54 persen, Perbedaan
terjadi pada lapisan terakhir yang pada
periode ini mengalami peningkatan men-
jadi 13 persen. Peningkatan persentase
ini membawa konsekuensi pada pening-
katan fax base PPh OP progresif pada lapis-
an terakhir. Hal ini disebabkan terjadinya
kenaikan penghasilan upah gaji masyare-
kat sehingga lapisan penghasilan dengan
rentang lebih besar dari Rp200 juta meng:-
alami kenaikan.

Tax base untuk PPh OP dengan tarif
final adalah penghasilan kepemilikan OP
antara lain bunga simpanan, sewa, royalti
dan lain-lain_ Nilai tax base-nya selalu me-
ngalami peningkatan dengan rata-rata ke-
naikan tiap tahun sekitar 13 persen yaitu
dari Rp130,3 triliun atau 7 persen dari PDB
pada tahun 2002 menjadi Rp238.9 triliun
atau 6,8 persen dari PDB pada tahun 2007.
Peningkatan ini disebabkan persentase
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penghasilan kepemilikan OP yang sema-
kin meningkat dari 10,5 persen menjadi
10,7 persen.

Penghitungan potensi PPh OF me-
masukkan besaran tarif tiap lapisan yang
tarifnya semakin meningkat. Tarif teren-
dah adalah 0 persen dan tertinggi 35 per-
sen, Terjadi perubahan yang berbeda
pada komposisi potensi PPh OP berdasar-
kan [apisan tarif antara pericde tahun 2002-
2004 dan periode 2005-2007.

Potensi PPh OP dengan tarif pro-
gresif mengalami peningkatan rata-rata
tiap tahun sekitar 22 persen. Tahun 2002
potensi PPh OP mencapai Rp40,7 tiliun
atau 2,2 persen dari PDB, dan meningkat
menjadi Rp47,6 triliun dan Rp56,3 triliun
masing-masing pada tahun 2003 dan
tahun 2004, Selanjutnya, pada tahun 2005
terjadi peningkatan yang lebih besar, yaitu
sekitar 32 persen, menjadi Rp74,3 triliun.
Pada tahun 2006 dan 2007 potensi PPh OP
berturut-turutmencapai Rp87,2 triliun atau
2,79 persen dari PDB dan Rp104,6 triliun
atau 2,96 persen dari PDB. Peningkatan
yang lebih besar pada tahun 2005 terjadi
karena adanya perubahan dominasi po-
tensi per lapisan sebagai akibat dari pe-
ningkatan penghasifan upah/gaji masya-
rakat. Potensi PPh OP pada lapisan terakhir
dengan tarf tertinggi meningkat dan men-
dominasi dibandingkan lapisan lainnya,

Seperti halnya distribusi tax base,
potensi penerimaan PPh OP progresif pa-
da periode tahun 2002-2004 didominasi
oleh lapisan | yaitu sekitar 50 persen dan
sisanya terdistribusi merata di empat la-
pisan berikutnya. Potensi PPh OP progre-
sif pada lapisan | tahun 2002 mencapai
Rp21.4 triliun, dan terus meningkat men-
jadi Rp 24,4 triliun pada tahun 2003 dan
Rp28,1 triliun pada tahun 2004, Mulai tahun




JURNAL KEBLIAKAN EKONOM!

2005 hingga 2007 dominasi beralih ke la-
pisan terakhir yaitu sebesar 37 persen. Pada
tahun 2005 potensi penerimaan PPh OP
progresif di lapisan terakhir mencapai
Rp26,7 triliun, dan terus meningkat men-
jadi Rp32,3 triliun pada 2006 dan Rp38,8
triliun pada 2007.

Potensi PPh OP dengan tarif final juga
terus mengalami peningkatan dengan
rata-rata peningkatan sebesar 13 persen
setiap tahun. Pada tahun 2002 potensi
tersebut baru mencapai Rp19,6 triliun, dan
terus menunjukkan kenaikan pada tahun-
tahun berikutnya berturut-turut menjadi
Rp21,5 triliun pada 2003, Rp23,9 triliun
pada 2004, Rp27,7 triliun pada 2005, dan
Rp31,7 wiliun pada 2006, Pada tahun 2007,
potensi tersebut bahkan mencapai Rp35,8
triliun atau sekitar 1 persen dari PDB.

Potensi total atau gabungan PPh OP
(tarif progresif dan tarif final) mengalami
peningkatan rata-rata sekitar 19 persen
per tahun atau sekitar 4 persen dari PDB.
Potensi total PPh OP yang pada tahun
2002 hanya sebesar Rp60,2 triliun, terus
meningkat hingga mencapai Rp118,8 tri-
liun pada tahun 2006 dan Rp140,4 triliun
pada tahun 2007,

Peningkatan jumlah NPWP OP sebe-
sar ermpat kali lipat {sebanyak 6,5 juta)
menjadi 10 juta tidak berarti secara oto-
malis penerimaan pajak PPh juga akan
meningkat empat kali lipat. Halini karena
angka tersebut masih mengandung bebe-
rapa kelemahan, antara lain adanya pem-
berian NPWP ganda yaitu pemberian
NPWP kepada orang yang sebenarnya
sudah membayar pajak {dengan sistem
withholding tax yang PPhnya langsung di-
potong oleh pemberi kerja). Sementara itu
untuk mendapatkan data pembayar pajak
dari wajib pajak OP membutuhkan kete-
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kunan yang besar dan administrasi yang
baik karena nilai perolehan pajaknya re-
latif kecil,

Pajak Penghasilan {(PPh) Badan

Total tax bose PPh badan dari tahun
ke tahun sefalu meningkat dengan pe-
ningkatan rata-rata sekitar 18 persen per
tahun atau sekitar 3 persen terhadap PDB.
Persentase total tax base PPh badan ter-
hadap PDB berkisar antara 20-24 persen.
Secara berturut-turut nilai total tax base PPh
badan mulai tahun 2002 hingga 2007 ada-
lah Rp366,3 triliun, Rp 412,9 triliun, Rp 470,6
triliun, Rp608,6 triliun, Rp710,6 triliun, dan
tahun 2007 menjadi RpB21,2 triliun.

Bagian terbesar distribusi tax base
PPh badan terdapat pada lapisan terakhir
yaitu sebesar 99 persen, dan hanya 1 per-
sen yang menjadi fax base lapisan | dan
1. Hal ini terjadi karena penghasilan usaha
badan (dalam hal ini adalah laba usaha
badan atau perusahaan} pada kenyataan-
nya bernilai lebih dari Rp100 juta sehingga
hampir semua perusahaan adalah wajib
pajak badan mulai lapisan | hingga il
Dominasi ini terus berlanjut hingga tahun
2007. Peningkatan taxbase PPh badan harus
terus ditingkatkan untuk meningkatkan
potensi antara lain dengan mengarahkan
kebijakan Pemerintah untuk merangsang
sektor riil sehingga mampu menggerak-
kan perekonomian dan menciptakan
produktivitas yang lebih tinggi.

Sejalan dengan kendisi tax base PPh
badan di atas dan dengan besaran tarif
yang lebih tinggi, angka potensi yang
dihasilkan menjadi besar dengan pening-
katan rata-rata sekitar 18 persen per tahun.
Pada tahun 2002 potensi total PPh badan
masih sekitar Rp109,9 triliun dan terus
meningkat selama lima tahun berikut-
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nya menjadi Rp123,8 wiliun pada 2003,
Rp141,2 triliun pada 2004, Rp182,6 triliun
pada 2005, Rp213,1 triliun pada 2006 dan
menjadi sebesar Rp246,3 triliun pada 2007,

Total Potensi PPh dan Income Tax
Coverage Ratio (\TCR)

Total potensi PPh selalu mengalami
peningkatan dalam enam tahun terakhir
dengan peningkatan rata-rata terhadap
PDB sekitar 18 persen setiap tahun. Pening-
katan dengan besaran yang sama juga
terjadi pada nilai potensi PPh secara no-
minal. Jika pada tahun 2002 total poten-
si PPh baru mencapai angka Rp170,1
triliun dan meningkat menjadi Rp192,9
triliun pada tahun 2003, pada tahun 2007
angka tersebut melonjak menjadi Rp386,7
trilivn.

Di banyak negara maju penerimaan
PPh bertumpu pada PPh OF, bukan pada
PPh badan. Di Amerika Serikat misalnya,
PPh OP menyumbang sebanyak 91,2 per-
sen terhadap total penerimaan PPh nasi-
onal. Hal ini berkebalikan dengan kondisi
perpajakan diIndonesia. Penerimaan PPh
badan masih menjadi tumpuan pene-
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rimaan PPh dengan menyurnbang seba-
nyak 75 persen dan sisanya berasal dari
PPhOP.

Untuk mengetahui angka ITCR dari
PPh, kita perlu membandingkan angka
realisasi penerimaan PPh dengan angka
potensi penerimaan PPh, Untuk tahun
2002 hingga 2005, penghitungan ITCR
menggunakan angka realisasi penerimaan
PPh. Sermentara itu untuk tahun 2006 dan
2007, digunakan angka target penerimaan
PPh yang ditetapkan dalam APBN 2006
dan APBN 2007. Hasil penghitungan ITCR
disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan peningkatan
ITCR selama kurun waktu 2002 hingga
2005 dengan rata-rata ITCR sebesar 60
persen. Adanya sedikit penurunan angka
ITCR pada tahun 2003 terjadi karena pe-
ningkatan angka realisasi lebih tinggi
dari peningkatan angka potensi. Semen-
tara itu pada dua tahun terakhir angka
ITCR meningkat cukup besar menjadi 64,4
persen pada tahun 2006 dan 67,7 persen
pada tahun 2007. Kenaikan angka ITCR
tersebut terjadi karena peningkatan yang
cukup besar pada angka target peneri-

Tabel 5,
fncome Tax Coverage Ratlo {ITCR) Tahun 2002-2007
Potensi Penerimaan | Fenerimaan PPh Income Tax Coverage
Tahun PPh Vitriliunrp) dalam APBN Ratio (%)
{triliun rp)
2002 1701 101,8 59,8
2003 1929 115,0 59,6
2004 21,4 135,9 61,4
2005 2B84,5 175,% 61,8
2006 331,9 213.7 64,4
2007 386,7 261,7 67,7

Keterangan; 1) hasil penghliungan cleb penelitian inl

2) tahun 2002-2005 adalah angka reallsas| APBN tahun 2006-2007 adalah angka target APEN
Sumber:Hasil pengolahan data, dan Nata Keuangan dan APBN, Departemen Keuangan




JURNAL KEBLIAKAN EKONOM!

maan PPh dalam APBN 2006 dan APBN
2007 yang dibuat Pemerintah dengan ala-
san antara lain {i} mulai berlakunya aman-
demen UU Pajak Penghasilan, (i} keberha-
silan upaya ekstensifikasi dan intensi-
fikasi, dan (iii) mulai membaiknya kondisi
makroekonomi Indonesia,

Dengan ITCR yang berada pada k-
saran angka 60 persen hingga 67 persen,
masih terdapat potensi penerimaan PPh
yang belum tergali sebagai realisasi pada
tahun tersebut. Oleh karena itu masih di-
perlukan upaya yang lebih optimal oleh
DJP, selaku unit yang bertanggung jawab
dalam pencapaian target penerimaan
pajak dalam APBN, untuk menjadikan
potensi tersebut menjadi realisasi pene-
rimaan PPh,

Meningkatnya penerimaan PPh
akan meningkatkan penerimaan perpa-
jakan, yang notabene juga manjadi pe-
nerimaan negara, sehingga dapat me-
nurunkan defisit anggaran dan mengu-
rangi ketergantungan pada utang luar
negeri. Apabila besaran selisih antara
potensi dan target APBN bisa direalisa-
sikan sebesar 10 persen, maka nilai ter-
sebut akan menjadi tambahan pene-
rimaan negara sekaligus mengurangi
defisit anggaran hingga mencapai ang-
ka di bawah 1 persen. Dengan tambah-
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an sebesar 10 persen tersebut pada ta-
hun 2006, defisit anggaran dapat menjadi
hanya 0,2 persen dan pada tahun 2007
berkurang menjadi sekitar 0,8 persen.

Perbandingan Hasil Penghitungan
Angka Potensi PPh dengan Angka
Target PPh dalam APBN

Target penerimaan PPh dalam APBN
merupakan gabungan dari angka baseline
{dari hasil penghitungan} dan policy
measures (dampak dari adanya perubahan
kebijakan). Tabel 6 menyajikan angka po-
tensi penerimaan PPh yang dihitung de-
ngan menggunakan metode alternatif
yang dikembangkan dalam penelitian ini
dan angka target penerimaan PPh yang
ditetapkan dalam APBN.

Tabel 6 menunjukkan bahwa masih
terdapat sekitar 40 persen potensi PPh
yang belum dijadikan baseline dalam APBN,
Angka baseline penerimaan PPh tahun
2004 hingga 2007 selalu mengalami pe-
ningkatan. Pada tahun 2004 angka baseline
penerimaan PPh mencapai Rp130,8 triliun
dan terus meningkat menjadi Rp249,5 tri-
liun pada tahun 2007, Peningkatan yang
cukup besar tersebut disebabkan oleh
membaiknya indikator makroekonomi
yaitu pertumbuhan ekonomi yang men-
capai 6,3 persen, inflasi yang cukup ren-

Tabel 6
Perbandingan Angka Potensi Penerimaan PPh dengan Angka Target APBN
Tahun | Target PPh {Basefine} PotensiPPh Selisih [potensi - baseline)
{triliun rp} {triliun rp) {triliunrp)
2004 130,8 221.4 90,6
2005 173,2 284,5 11,3
2006 198,8 i3ng 1337
2007 2495 386,7 137.2

Sumber: Nugraha {2006) dan hasll penghltungan
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dah yaitu 6,5 persen, dan nilai tukar ru-
piah yang cukup stabil sebesar Rp9.300,-
perUS$.

Di samping angka baseline, penen-
tuan target penerimaan PPh juga diten-
tukan oleh dampak dari berbaggai kebijak-
an atau policy measures yang besarannya
mencapai sekitar 5-7 persen dari angka
baseline. Bila angka baseline tersebut di-
tambahkan dengan policy measures, nilai
totalnya masih lebih kecil darf angka po-
tensi yang dihitung oleh penelitian ini
sebelum ditambahkan dengan angka
policy measures. Dengan hasil ini terlihat
bahwa penghitungan potensi penerimaan
PPh yang dilakukan dalam studi ini meng-
hasilkan angka penerimaan PPh yang le-
bih besar bila dibandingkan dengan ang-
ka target penerimaan PPh yang selama
ini digunakan dalam APBN.,

PENUTUP

Kesimpulan

Metode penghitungan potensi pe-
nerimaan PPh yang dikembangkan dalam
penelitian ini mempunyai beberapa ke-
lebihan dibandingkan metade yang se-
{ama ini digunakan dalam menentukan
angka target penerimaan pajak dalam
APBN. Kelebihan tersebut yaitu metode ini
mampu menyajikan (i) nilai cbyek pajak
PPh, (ii) nilai tax base PPh tiap lapisan tarif,
{iii) nilai potensi penerimaan PPh tiap
lapisan tarif, dan (iv) secara bertahap akan
meminimalkan angka defisitanggaran. Di
pihak lain, metode yang selama ini digu-
nakan untuk penetapan angka target pe-
nerimaan PPh tidak dapat menyajikan ni-
lai obyek pajak PPh dan tax base PPh tiap
lapisan tarif, serta tidak mampu menghi-
langkan angka defisit anggaran karena ma-

tArti Dyoh W Y

sth menggunakan data historis pene-
rimaan PPh.

Angka potensi penerimaan PPh pada
tahun 2007 yang diperoleh dari hasil pe-
nelitian ini mencapai Rp386,8 triliun dan
mengalami peningkatan bila dibanding-
kan tahun-tahun sebelumnya. Angka po-
tensi PPhini rata-rata lebih tinggi sekitar
60 persen dari angka baseline yang dihi-
tung dengan menggunakan metode peng-
hitungan yang selama ini digunakan da-
lam APBN,

Dari penghitungan angka ITCR yang
didasarkan pada angka potensi PPh dike-
tahui bahwa masih terdapat sekitar 35
persen di tahun 2006 dan 32 persen di ta-
hun 2007 potensi penerimaan PPh yang
masih dapat digali dari wajib pajak. Apa-
bila diasumsikan 10 persen dari selisih
tersebut mampu direalisasikan menjadi
penerimaan negara, maka defisit anggar-
an akan berkurang hingga mencapai ang-
ka di bawah 1 persen yaitu sebesar 0,9
persen pada tahun 2006 dan 0,8 persen
pada tahun 2007.

Peningkatan ITCR dari tahun ke ta-
hun menunjukkan adanya peningkatan
realisasi atau target penerimaan PPh
dalam APBN yang tebih besar dari pening-
katan angka potensi PPh seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian dan
dilakukannya upaya ekstensifikasi serta
intensifikasi pajak.

Saran

Upaya-upaya peningkatan peneri-
maan negara dari pajak dapat dilakukan
dengan cara memperluas wajib pajak me-
lalui kerja sama dengan instansi-instansi
lain yaitu PT.PLN, PT.Telkom, Pelabuhan
dan Departemen Perindustrian. Kerja
sama tersebut diperlukan untuk memper-
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oleh informasi lengkap pelanggan instan-
si tersebut berupa identitas pelanggan,
penghasilan, dan kepemilikan NPWP pe-
langgan, dan kerja sama dalam ijin untuk
menyertakan kewajiban membayar PPh
pada saat membayar tagihan listrik, tele-
pon, dan saat melakukan usaha atau eks-
por. Informasi tersebut akan menjadi
database bagi DR

Untuk keperluan penelitian men-
datang, diperlukan kerja sama dengan
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